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Menimbang : 

Mengingat: 

BUPATI KLUNGKUNG 
PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 
NOMOR 15 TAHUN 2023 

TENTANG 

JAD WAL RETENSI ARSIP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLUNGKUNG, 

a. bahwa dalam rangka mendayagunakan arsip dalam 
penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien 
demi tercapainya tertib pengelolaan arsip, maka perlu 
dilakukan retensi arsip; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang 
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Pemerintah Daerah sudah 
tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 
hukum saat ini, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 1655); 

3. Undang--Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6841); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5286); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung. 
3. Bupati adalah Bupati Klungkung. 
4. Panitia Penilai Arsip adalah panitia yang dibentuk pada perangkat 

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
kearsipan. 

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi 
komunikasi dan informasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga 
negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan 
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 

6. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi 
dan/atau terus menerus. 

7. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah 
menurun. 

8. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis 
Arsip pada unit pengolah dan/atau unit kearsipan. 
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9. Jangka Waktu Simpan Aktif adalah masa simpan minimal suatu 
jenis Arsip pada unit pengolah. 

10. Jangka Waktu Simpan Inaktif adalah masa simpan minimal suatu 
jenis Arsip pada unit kearsipan atau pusat kearsipan. 

11. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa 
Arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah 
selesai dan tidak memiliki nilai guna lagi. 

12. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa 
Arsip memiliki nilai guna sekunder, yang wajib diserahkan kepada 
Lembaga Kearsipan Daerah/ Arsip Nasional. 

13. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan 
bahwa suatu jenis Arsip belum dapet ditentukan nasib akhirnya 
sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian kembali 

14. Nilai Guna Arsip adalah nilai Arsip yang didasarkan pada 
kcgunaannya bagi kepentingan pengguna Arsip. 

15. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan Arsip baik dengan 
memindahkan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, 
memusnahkan Arsip yang tidak bernilai guna lagi maupun 
menyerahkan Arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah dan 
atau Arsip Nasional Republik Indonesia. 

16. Retensi Arsip adalah penentu jangka waktu simpan suatu Arsip 
atau dasar nilai guna yang terkandung di dalamnya. 

17. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang 
kurangnya jangka waktu penyimpanan sesuai dengan nilai 
kegunaannya sebagai pedoman dalam penyusutan arsip. 

Pasal 2 

(1) Jadwal Retensi Arsip meliputi: 
a. jenis/seri Arsip; 
b. retensi aktif dan inaktif; dan 
c. keterangan. 

(2) Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) Pemusnahan Arsip dengan jangka waktu penyimpanan dibawah 10 
(sepuluh) tahun, ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat 
pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip serta dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pemusnahan Arsip dcngan jangka waktu penyimpanan selama 10 
(sepuluh) tahun atau lebih, ditetapkan oleh Bupati setelah 
mendapat pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip, dan telah 
mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional serta dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan. 
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Pasal 4 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, panitia penilai arsip yang 
telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan 
tugasnya sampai ditetapkannya Panitia Penilai Arsip berdasarkan 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi 

Arsip Fasilitatif Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Klungkung Tahun 2020 Nomor 85); dan 

b. Keputusan Bupati Nomor 247/10/HK/2019 tentang Pembentukan 
Tim Penilaian Dan Pemusnahan Arsip, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Klungkung. 

Ditctapkan di Semarapura 
pada tanggal 10 Maret 2023 

BUPATI KLUNGKUNG. 

ttd. 

I NYOMAN SUWIRTA 

Diundangkan di Semarapura 
pada tanggal 10 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, 

ttd. 

I GEDE PUTU WINASTRA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 15 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, 

I Ketut Muka, SH 
NIP. 19681231 198903 1 054 
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